BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di
Desa, perlu pemberian dukungan pendanaan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Nias Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara
Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias
Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Perimbangan
Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Nias Utara;

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 22 Tahun



Menetapkan

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias
Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara
Tahun 2022 Nomor 163), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pemberian dana BHPRD kepada Desa dimaksud untuk
meningkatkan Pendapatan Desa guna membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Tuyjuan diberikannya dana BHPRD kepada Desa adalah
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat desa.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 1
(satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dana BHPRD diprioritaskan  untuk  membiayai
dukungan/bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa
yang kuliah di Program Studi di Luar Kampus Utama
(PSDKU) Universitas Sumatera Utara di Kabupaten Nias
Utara.

(2) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah biaya
Sumbangan  Pendidikan (SPP) dan Sumbangan
Pengembangan Institusi per mahasiswa.



(3) Setelah terpenuhi dukungan/bantuan biaya pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan lainnya, yakni :

a. pelaksanaan musyawarah desa;
b. pelaksanaan musyawarah perencanan pembangunan

desa; dan

c. pelaksaaan musyawarah dusun.
(4) Biaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diperuntukan untuk :

a.

ao o

biaya spanduk;
penggandaan materi;
makan dan minum; dan
snack.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Diundangkan di Lotu

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 193.



